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 BAB IV  

ANALISIS REKONTRUKSI PASAL 13 KHI TENTANG STATUS HARTA 

PEMBERIAN AKIBAT PEMBATALAN PEMINANGAN  

 

A. Status Harta Pemberian akibat pembatalan Peminangan ditinjau dari Al-

Mashlahah Al-Mursalah 

 

Proses meminang mengandung harapan serta nilai-nilai yang sangat 

dalam. Proses ini menunjukkan bagaimana seharusnya memosisikan perkawinan 

sebagai upaya penghargaan kepada  perempuan. Karena perintah perkawinan 

adalah perintah yang penting, maka konsekuensinya adalah berimbas kepada hal-

hal yang berkaitan dengan perkawinan. Seperti masalah nasab, nafkah, harta 

warisan dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan manisnya 

mengarungi kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu sebelum melaksanakan 

akad nikah terlebih dahulu melakukan peminangan, dengan tujuan agar kedua 

pasangan dapat saling mengenal sebelum terlebih dahulu terjadi ikatan sakral. 

Permasalahan peminangan merupakan pembahasan yang sangat penting 

dalam tradisi masyarakat karena bukan hanya sebagai permulaan pernikahan 

tetapi juga diyakini dengan adanya peminangan maka ikatan pernikahan menjadi 

lebih kuat.  Kompilasi Hukum Islam juga tidak ketinggalan dalam mengatur 

masalah ini, pada pasal 11 menegaskan peminangan dapat langsung dilakukan 

oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan 

oleh perentara yang dapat dipercaya. Ini adalah pernyataan yang sama dengan 

mayoritas ulama yang membolehkan peminangan. 

Hal berdasarkan  dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 235 

yaitu: 
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“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau 

kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah 

mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu 

janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali 

sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah 

kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan 

ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka 

takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyantun.
1
 (QS. Al-Baqarah: 235) 

 

Ayat di atas menjelaskan ketika seorang laki-laki berkeinginan menjadikan 

seseorang perempuan sebagai istrinya maka diperintahkan untuk mengkhitbahnya. 

Hal ini bertujuan untuk tiap-tiap pasangan yang hendak menikah untuk saling 

mengenal terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan perkawinan benar-benar 

berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. 

Ada juga Hadis Rasulullah Saw, yang menunjukkan bahwa sebelum 

melaksanakan pernikahan terlebih dahulu melakukan khit}bah/peminangan: 

 : ٌَ سَيه َٗ  ِٔ ْٞ ِ صَيهٚ اللَُّ ػَيَ ِ، قبَهَ: قبَهَ سَسُ٘هُ اللَّه ِِ ػَجْذِ اللَّه ِْ جَبثشِِ ثْ إرَِا خَطتََ »ػَ

َٖب فيَْٞفَْؼَوْ  ب ٝذَْػُُ٘ٓ إىَِٚ ّنَِبحِ ٍَ ْْظشَُ إىَِٚ  َٝ ُْ ُِ اسْتطََبعَ أَ ِ شْأحََ، فإَ ََ ٌُ اىْ «أحََذُمُ
2

 
“Dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Apabila seorang di 

antara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat melihat apa yang 

mendorongnya semakin kuat untuk menikahinya, maka laksanakanlah”. (HR. 

Abu Daud). 

 

                                                           
1
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV Putra, tt), h. 57. 

 
2
Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abi Dawud, Jilid II,  (Beirut: Dar Ibnu Hazm, tt), h. 480. 
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Memang terdapat dalam Alquran dan banyak hadis Nabi yang 

membicarakan tentang peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan 

terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana 

mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Alquran maupun 

dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya kebanyakannya 

ulama tidak mewajibknnya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Akan tetapi, 

Ibnu Rusyd menukil pendapat Daud Al-Zahiriy, mengatakan bahwa hukum 

peminangan adalah wajib. Berdasarkan pendapatnya pada hadis-hadis Nabi yang 

menggambarkan bahwa pinangan (khithbah) merupakan perbuatan dan tradisi 

yang dilakukan nabi dalam peminangan itu.  

Selain anjuran kepada seorang laki-laki yang hendak meminang seorang 

perempuan, ayat tersebut juga dengan tegas menyatakan bahwa peminangan dapat 

dilakukan selama keadaan perempuan tersebut tidak dalam masa iddah, hal ini 

tertuang dalam pasal 12 KHI yang tegas menyatakan: 

Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan 

atau terhadap janda yang telah habis masa Iddahnya.
3
 

 

Seseorang yang telah melakukan khithbah pada hakikatnya telah memiliki 

maksud dan tujuan untuk menikah, namun dalam perjalanannya menuju pintu 

gerbang pernikahan adakalanya terjadi pembatalan peminangan. Dalam hal ini 

Imam Daud berpendapat bahwa pernikaha yang terjadi dalam pinangan orang lain 

dapat dibubarkan. Maksud dari pendapat ini bahwa meminang atas pinangan 

orang lain tidak diperbolehkan. Jika pinangan kedua ini sampai pada akad nikah, 

maka akad ini dapat dibubarkan. 

                                                           
3
Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Permata Press, tt), h. 4. 
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Terhadap perkawinan atas perempuan yang sedang dipinang oleh orang 

lain, Imam Malik memiliki dua pendapat, yaitu boleh dibubarkan dan tidak 

dibubarkan. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan dapat dibubarkan 

sebelum terjadinya hubungan intim suami-istri. Jika sudah terjadi hubungan suami 

istri, maka perkawinan tidak dapat dibubarkan. Perbedaan dua pendapat Imam 

Malik ini pada posisi pembubaran akad yakni antra qabla al-dukhul dan ba’da al-

dukhul. 

Seseorang dilarang meng-khithbah orang yang sedang dikhithbah oleh 

orang lain. Meskipun khithbah pertama belum mendapatkan jawaban. Demikian 

juga pelamar pertama tidak memberikan persetujuan bagi masuknya pelamar 

kedua. Hal ini dilarang karena berpotensi menimbulkan permusuhan dan 

menyakiti pelamar pertama. Jika salah satu pihak baik pelamar pertama atau pihak 

pelamar yang kedua mengizinkan masuknya pelamar kedua, maka pelamar kedua 

diperbolehkan mengajukan lamaran. Kebolehan lamaran kedua ini juga berlaku 

ketika lamaran pertama dibatalkan. 

Kemudian, jika khithbah pertama belum selesai atau masih 

dimusyawarahkan atau dalam kondisi ragu-ragu, maka pendapat yang palibg 

benar adalah tidak diharamkan untuk melakukan khithbah yang kedua. Akan 

tetapi menurut pendapat mazhab Hanafi khithbah kedua hukumnya makruh. 

Hukum ini merujuk atas keumuman hadits-hadits tentang larangan mengkhithbah 

perempuan yang telah dikhithbah oleh orang lain. 

Disinilah letak keistimewaaan meminang yang bertujuan untuk saling 

mengenal, untuk mengharapkan perkawinan yang baik, namun juga bertujuan agar 
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pihak laki-laki meminang perempuan dengan cara yang baik melalui keluarganya. 

Hukum Islam pun menegaskan berdasarkan ayat Al-Quran tersebut bahwa ada 

tiga syarat meminang perempuan: 

1. Perempuan tersebut tidak dalam perlindungan seseorang, yakni dalam ikatan 

perkawinan (bukan istri orang lain). 

2. Tidak dalam masa iddah akibat ditinggal suami atau setelah becerai. 

3. Tidak dalam proses pinangan orang lain. 

Berkaitan dengan harta peminangan, dalam masyarakat terdapat kebiasaan 

pada waktu upacara peminangan,  yaitu calon laki-laki memberikan suatu 

pemberian, seperti perhiasan atau cindera mata lainnya sebagai tanda bahwa 

seseorang tersebut bersungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan kepada jenjang 

pernikahan. Pemberian dalam peminangan dianggap sesuatu yang dapat mengikat 

rasa cinya untuk menguatkan hubungan antara laki-laki dan wanita yang dipinang.  

Jika peminangan tersebut berlanjut ke jenjang pernikahan memang tidak 

menimbulkan masalah, tetapi jika tidak maka diperlukan penjelasan status 

pemberian tersebut.  

Hukum asal dari khithbah/peminangan adalah mubah, pemberian harta 

dalam peminangan menurut penulis adalah mubahh atau boleh. Suatu benda yang 

diberikan sebagai hibah atau hadiah secara syar‟i hibah tidak boleh ditarik 

kembali, kecuali sifatnya pergantian atas sesuatu. 

Tidak salah jika tradisi masyarakat membenarkan adanya pemberian 

berupa hadiah-hadiah saat peminangan. Hadiah yang diberikan oleh pihak laki-

laki bermacam-macam sesuai dengan kemampuan mempelai laki-laki.  Hal ini 
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menjadi adat dan dapat dipertimbangkan menjadi hukum, sesuai dengan kaidah 

fikih al-‘Adatu Muhkamatun. 

Sebelum Nabi Muhammad Saw diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di 

masyarakat baik di dunia Arab maupun dunia bagian lain termasuk Indonesia. 

Dalam diskursus socio-legal, masyarakat berfungsi sebagai instrument hukum 

sehingga merupakan sebuah kaidah pasti bahwa hukum haruslah beradaptasi 

terhadap kebutuhan sosial, norma, tradisi, dan kebiasaan masyarakat lainnya. Di 

sisi lain, hukum bisa berfungsi hukum sebagai isnstrument perubahan ketika 

digunakan sebagai alat merekayasa masyarakat. Dalam konteks yang sama, 

hukum Islam juga sifatnya fleksibel terhadap perubahan-perubahan selama hal 

tersebut mengacu kepada masqashid al-syari’ah untuk merealisasikan 

kemaslahatan umum, yang kemudian dikenal ‘adah/’urf  sebagai faktor yang 

sangat menentukan pada perubahan hukum dalam teori hukum Islam (Us}ul 

Fiqh). Teori inilah yang kemudian menyiratkan adanya hubungan antara hukum 

dan masyarakat, dan menyiratkan bahwa perkembangan setiap hukum dapat dan 

harus dilihat dari perspektif sosialnya.  

‘adah atau ‘Urf menurut pendapat sebagian ahli bahasa memiliki 

kandungan yang sama yaitu kebiasaan atau tadisi yang dilakukan berulang-ulang 

kali secara turun-temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai 

sanksi dan yang tidak mempunyai sanksi. Kemudian Mustofa Salabi dan Amir 

Syarifuddin membedakan ‘adah dan ‘urf, bahwa apabila dilihat dari sudut 

pandang kebiasaan (etimologi) maka kata ‘urf dipahami sebagai tradisi yang baik, 

sedangkan ‘adah diartikan sebagai tradisi yang netral (bisa baik atau buruk).  
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Ali ibnu Muhammad al-Jurjaniy memberikan suatu makna yang berbeda 

dalam mengartikan kata „urf dan ‘adah, yaitu „urf adalah sesuatu yang diyakini 

oleh jiwa melalui persetujuan atau persaksian akal dan kemudian diterima oleh 

akal sehat, dan keberadaan ‘urf sendiri dikenal sebagai dasar hukum (hujjah) 

sedangkan  ‘adah diartikan sesuatu yang dianut atau dilakukan oleh masyarakat 

atas pertimbangan rasional. 

Para ushuliyyin sepakat bahwa semua macam ‘urf  kecuali ‘urf fasid dapat 

dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara‟. Seorang ahli fikih dari mazhab 

Maliki menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan hukum harus 

meneliti terlebih dahulu kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan 

agar hukum yang akan diputuskan tidak bertentangan atau bahkan menghilangkan 

kemaslahatan yang menyangkut itu sendiri. 

Al-Khallaf berpendapat bahwa semua ulama menggunakan unsur-unsur  

tradisi untuk sistem  hukum yang mereka kembangkan. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya praktek ulama  dalam mengembangkan hukum dan kaidah yang berbunyi; 

“Adat dapat dijadikan hukum”. Seperti Imam Malik membangun hukum-

hukumnya atas dasar praktek penduduk Madinah, keaneka ragaman hukum yang 

dipakai Abu Hanifah dan para pengkiutnya berdasarkan kebiasaan mereka. Serta 

Imam Syafi‟i, tepatnya setelah beliau hijrah dari Irak menuju Mesir, sehingga 

beliau mempunyai dua pandangan hukum yaitu qaul qadim dan qaul jadid. 

Landasan para ulama menggunakan ‘urf  sebagai salah satu metode 

istinbth dalam hukum Islam adalah sebuah hadits yang berbunyi : 



110 
 

 

”Segala sesuatu yang baik dalam pandangan ornag-orang Islam, maka hal 

itu juga baik menurut Allah”. 

Kebiasaan yang ada pada masyarakat tentang pemberian harta peminangan 

merupakan kebiasaan yang baik yakni al-‘urf al-shahihah karena pelaksanaannya 

terdapat kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Kemaslahatan ini adalah ketika 

calon mempelai laki-laki meminang perempuan kemudian ia datang membawa 

benda-benda sebagai hadiah peminangan, ini merupakan sebagai salah satu tanda 

keseriusan bagi calon mempelai laki-laki dalam  melamar yang diharapkan pada 

jenjang perkawinan. 

Menurut Izzudin bin Abd. Salim menyatakan bahwa kemaslahatan dan 

kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan al-syariah. 

Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja bisa di kenal dengan 

pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan yang benar, serta indikator.  

Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam yang berpijak pada 

kemaslahatan akan berubah sesuai dengan waktu dan ruang bukan saja 

dibenarkan, tetapi merupakan suatu kebutuhan, khususnya bagi umat Islam di 

Indonesia. Banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonsia 

merupakan produk ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah.  

Menurut penulis tata cara adat peminangan dalam perkawinan yang 

dilakukan oleh orang Islam di Indonesia dapat dikatakan semua adat tersebut telah  

sesuai dengan hukum Islam dan tidak menyalahi syari‟at. Hal ini berdasarkan 

dalil: 



111 
 

 

هام  ي  ر  ح  ى تأ لأ عأ  ل  ي  ل  الدَ  لَ ادأ مأ لَّ إ   ة  احأ بأ ال   اء  يأ ش  فى الأ  ل  ص  الأ 
4

 

“Asal  sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”
5
 

 

Adapun  tata cara peminangan yang berpedoman pada masyarakat lain 

seperti pemotongan sapi dan kerbau sampai tujuh dan sepuluh ekor bahkan sampai 

empat puluh ekor, dalam Islam hal ini merupakan suatu berlebihan. Islam tidak 

mengakui adanya berlebihan karena termasuk dalam kemudaratan. Dalam ushul 

fiqh dikemukakan dalil sebagai berikut: 

 ال  زأ ي  ر  رأ الضَ 

“Kemudaratan itu harus dihilangkan”.  

Berkaitan dengan peminangan menurut jumhur ulama, mereka sepakat 

bahwa hukum peminangan adalah mubȃh dan membatalkan peminangan pun 

adalah mubah. Akan tetapi dalam masalah pemberian akibat pembatalan 

peminangan berbeda pendapat. Dalil yang menunjukkan mubahnya membatalkan 

pinangan adalah hadis berikut: 

ْٝشَحَ  ِْ الْْػَْشَجِ قبَهَ قبَهَ أثَُ٘ ُٕشَ ِّٜ صَيهٚ  ػَ ِْ اىْهجِ ٌْ ٝأَثْشُُ ػَ ٌَ قبَهَ إِٝهبمُ سَيه َٗ  ِٔ ْٞ ُ ػَيَ اللَّه

مُُّ٘٘ا  َٗ لََ تجَبَغَضُ٘ا  َٗ لََ تحََسهسُ٘ا  َٗ لََ تجََسهسُ٘ا  َٗ هِ أمَْزَةُ اىْحَذِٝثِ  هُ اىظه ِ هِ فإَ اىظه َٗ
ْٗ ٝتَْشُكَ  ْْنِحَ أَ ِٔ حَتهٚ َٝ جُوُ ػَيَٚ خِطْجخَِ أخَِٞ لََ ٝخَْطتُُ اىشه َٗ اّبً  َ٘  )بسٛصحٞح اىجخ ( إخِْ

“Dari Al A‟raj ia berkata; Abu Hurairah berkata; Satu warisan dari Nabi 

shallallahu „alaihi wasallam, beliau bersabda: “Jauhilah oleh kalian 

perasangka, sebab perasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan 

janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar 

kebencian dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Janganlah 

seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga ia 

menikahinya atau meninggalkannya.”  (H.R.Bukhari) 

                                                           
4
Muhammad Yasin Al-Fadani, Al-Fawaid Al-Janiyyaj, Juz 1, (Beirut: Dar al-Basyair al-

Islamiyah, 1991), h. 205. Terj. M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha Am, Pengantar Kaidah Fikih 

Syafi’iyah, (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), h. 50. 

 
5
Ibid., h. 50. 
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”Hingga ia menikahinya atau meninggalkannya“  menunjukkan orang 

yang telah mengkhitbah (meminang) wanita punya dua pilihan sesudah pinangan 

tersebut diterima; melanjutkan dengan akad nikah atau meninggalkan 

pinangannya. Jika dia memilih meninggalkan pinangannya maka hal itu bermakna 

dia membatalkan  pinangan. Pembatalan pinangan dalam hadis ini tidak disertai 

lafaz dari Rasulullah Saw yang mengesankan ancaman dosa atau sekedar celaan. 

Oleh karena itu membatalkan  pinangan hukumnya mubah, bukan makruh apalagi 

haram. 

Membatalkan pinangan adalah hak masing-masing yang tadinya telah 

mengikat perjanjian. Terhadap apa yang menyalahi janji dalam pinangan, Islam 

tidak menjatuhkan hukum materiil, sekalipun perbuatan tersebut dipandang cela 

oleh sebagian orang.
6
 

Sebagai sebuah tradisi, pemberian barang dalam khitbah sebenarnya 

adalah sesuatu yang netral dalam kategori dalam hukum Islam, artinya praktek ini 

bisa dilakukan dan juga bisa tidak, tergantung bagaimana kedua pihak memaknai 

ritual ini. Hal ini hanya bisa dilakukan manakala pemberian tersebut benar-benar 

sesuai dengan tujuan yang baik dan benda-benda yang diberikan tidak berlebihan.  

Pada dasarnya peminangan belum berakibat hukum. Akan tetapi bila 

dikaitkan dengan hak meminang, maka peminangan lebih bernuansa untuk 

kepentingan sopan santun, dan juga dapat menjadikan suatu keniscayaan bahwa 

hal tersebut juga menutup hak peminangan bagi orang lain. Dalam KHI pasal 13 

menyebutkan; 

                                                           
6
Muhammad Thalib, 15 Tuntunan Meminang Dalam Islam, (Bandung: Irsyad 

Baitussalam, 2002), h. 76. 
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(1) Peminangan belum mengakibatkan akibat hukum dan para pihak bebas 

untuk memutuskan hubungan peminangan. 

(2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara 

yang baik serta sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, 

sehingga tetap terbina kerukunan saling menghargai. 

Berkaitan dengan suatu benda yang pernah diberikan sebagai hadiah atau 

hibah dan dilakukan sebelum pembatalan khithbah maka suatu benda tersebut 

menjadi hak milik pihak penerima. Pihak menerima juga tidak boleh meminta 

kembali sesuatu yang pernah diberikan.  

Membatalkan khithbah atau peminangan sebelum terjadi akad nikah tidak 

menimbulkan pengaruh apapun. Dalam teori fiqih jika itu mahar yang diberikan 

sebelum akad, maka boleh diminta kembali, baik yang masih utuh, rusak ataupun 

yang berkurang kualitasnya. Mahar tidak bisa dimiliki kecuali adanya akad nikah 

karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah, hukum tidak akan timbul 

kecuali setelah adanya akad. Adapun hibah/hadiah ketika barang tersebut rusak 

atau berkurang kualitsanya maka dikembalikan dengan nilai harga barang jika 

barang tersebut berbentuk harga, atau dengan mangganti jika barang tersebut 

berupa benda. Akan tetapi fuqaha berbeda pendapat mengenai pemberian/hadiah 

akibat pembatalan   khithbah: 

1. Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki berhak untuk 

mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya kepada tunangannya jika 

memang barang  yang diberikannya bernilai tinggi dan tidak berubah dari 

aslinya sejak diberikan, seperti gelang, cincin, kalung, atau jam tangan, jika 
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barang-barang tersebut masih ada dan utuh. Jika hadiah tersebut hilang, atau 

sudah dijual, atau berupa makanan yang sudah dikonsumsi, atau kain yang 

terlah dijahit menjadi baju, maka hadiah tersebut tidak boleh diminta kembali, 

baik dalam bentuk barang atau dengan meminta penggantinya. 

2. Menurut ulama mazhab Maliki, mereka membedakan pembatalan dari pihak 

laki-laki dan pihak perempuan. Jika pembatalan berasal dari laki-laki maka 

dia tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak 

perempuan. Tetapi apabila pembatalan dari pihak perempuan, maka laki-laki 

berhak untuk mengambil kembali hadiah yang telah diberikan. Jika barang 

tersebut hilang atau habis maka perempuan berkewajiban untuk 

mengembalikannya atau menggantinya, kecuali baranga tersebut merupakan 

bentuk suatu tradisi atau syarat yang harus dilaksanakan.  

3. Menurut ulama mazhab Syafi‟i hadiah yang telah diberikan harus 

dikembalikan, baik dalam keadaan utuh maupun rusak. Jika barang itu utuh, 

maka ia dikembalikan dalam keadaannya semula, jika barang tersebut rusak, 

maka pihak perempuan harus mengganti barang itu sesuai dengan nilai. 

4. Menurut ulama Hanabilah, bahwa sebelum akad nikah pihak laki-laki boleh 

memintanya kembali atau dikembalikan. 

Secara syar‟i hadiah/harta yang diberikan sama seperti hibah tidak boleh 

diminta kembali karena merupakan suatu derma yang diberikan secara sukarela 

dan tidak bersifat sebagai penggantian atas sesuatu. Seperti yang diriwayatkan : 

اىِذَ  َ٘ َٖب إلَِه اىْ ِٕجخًَ فَٞشَْجِغَ فِٞ َٖتَ  َٝ ْٗ َٜ ػَطِٞهخً أَ ُْ ٝؼُْطِ لََ ٝحَِوُّ ىشَِجُوٍ أَ
7
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 ”Tidak halal orang yang telah memberikan sesuatu, atau menghibahkan 

sesuatu lalu meminta kembali barangnya, kecuali ayah terhadap anaknya”. 

Kemudian juga Rasulullah bersabda: 

حذٝث اثِ ػجبس سضٜ اللَّ ػَْٖب, قبه: قبه اىْجٜ صيٚ اللَّ ػيٞٔ ٗسيٌ اىؼبئذ 

  8)سٗآ اىجخبسٛ( ت ٝقٜء ثٌ ٝؼ٘د فٜ قٞئٔيفٜ ٕجتٔ مبىن

“Dari Ibnu Abbas: “Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: orang yang 

meminta kembali benda-benda yang telah diberikannya seperti anjing yang 

muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu”. 

Menurut jumhur Ulama, penarikan kembali barang yang telah dihibahkan  

merupakan perbuatan yang dilarang walaupun diantara suami istri atau saudara. 

Akan tetapi tidak demikian dengan orang tua  terhadap anaknya, orang tua dapat 

menarik kembali hibah yang telah dia berikan dari anaknya. 

Mengenai penarikan Hibah dari orang lain, maka terdapat  perbedaan 

pendapat. Sebagian membolehkannya, dan sebagian lain tidak membolehkan. 

Ulama mazhab Maliki mengatakan, pihak pemberi tidak mempunyai hak menarik  

pemberiannya, sebab Hibah  merupakan  sebuah  akad  yang tetap.  Ulama 

mazhab Syafi'i menerangkan, apabila Hibah telah dinilai sempurna dengan 

adanya penerimaan dengan seizin pemberi Hibah, atau pihak pemberi   Hibah   

telah   menyerahkan   barang   yang diberikan, maka Hibah yang demikian ini 

telah berlangsung sempurna, artinya tidak dapat ditarik kembali. Ulama mazhab 

Hambali  menegaskan, orang yang memberikan Hibah diperbolehkan mencabut 

pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.
9
 Menurut   pandangan   pertama  

                                                           
8
Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari, Jilid 9, (Riyad: Ma‟arif li al-Nashri wa at-Tauzi, 

1998, h. 158. 

 
9
Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Empat  Madzhab IV,  terj. Muhammad  Zuhri, dkk 

(Semarang: As-Syifa‟, 1994), hal.215 
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ini,   dapat   disimpulkan bahwa pemberi Hibah tidak boleh menarik/mencabut 

Hibahnya setelah  hibah  tersebut  diserahkan  kepada  penerima  Hibah dengan 

alasan apapun. 

Hal tersebut berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang justru 

membolehkan penarikan hibah yang telah diberikan. Adapun yang menjadi 

perbedaan pendapat ini dengan tersebut adalah dikarenakan pada hadis tersebut 

memiliki unsur kesengajaan, artinya dilarang jika seseorang memberikan sesuatu 

kepada orang lain namun sebelum memberikan obyek tersebut ia sudah memiliki 

niat untuk meminta kembali. 

Berbeda halnya hibah/pemberian dalam peminangan, Abu Hanifah 

berkata, “Hadiah-hadiah khithbah adalah pemberian. Orang yang memberikan 

berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, 

seperti rusak, kualitasnya menurun atau terjadi pernikahan. Jika barang yang 

diberikan oleh lelaki yang mengkhithbah itu ada, maka ia boleh memintanya 

kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi 

perubahan, seperti hilang, makanan yang telah dimakan, atau kain yang telah 

dibuat baju, maka peminang tidak berhak meminta ruginya.  

Mazhab Maliki, mereka membedakan pembatalan dari pihak laki-laki dan 

pihak perempuan. Jika pembatalan berasal dari laki-laki maka dia tidak berhak 

meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Tetapi 

apabila pembatalan dari pihak perempuan, maka laki-laki berhak untuk 

mengambil kembali hadiah yang telah diberikan. Jika barang tersebut hilang atau 
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habis maka perempuan berkewajiban untuk mengembalikannya atau 

menggantinya, kecuali barang tersebut merupakan bentuk suatu tradisi atau syarat 

yang harus dilaksanakan. 

Pendapat Maliki selaras dengan pendapat Abu Hanifah, baginya hadiah 

kihthbah merupakan pemberian. Ketika khithbah dibatalkan oleh perempuan maka 

lelaki berhak untuk meminta kembali pemberiannya terkecuali ada hal yang 

mencegahnya seperti rusak, kualitasnya menurun atau terjadi pernikahan. Selain 

itu, pendapat kuat dari mazhab Maliki, jika pengkhithbah memberi atau 

membelanjakan sesuatu yang kepada yang dikhithbah, kemudian ternyata yang 

dikhithbah menikah dengan orang lain, pengkhitbah berhak meminta kembali apa 

yang diberikannya, kecuali adat atau syarat (perjanjian tertentu) menuntut hal 

yang berbeda. Pendapat ini, menggambarkan bahwa adanya adat  atau syarat 

dalam khithbah yang dibuat oleh masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan 

syara‟. 

Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal, bahwa haram hukumnya 

menarik kembali hibah yang telah diberikan pada orang lain kecuali orang tua 

terhadap anaknya. Pendapat ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw: 

ٌَ قبَهَ  سَيه َٗ  ِٔ ْٞ ِّٜ صَيهٚ اللَُّ ػَيَ ِِ اىْهجِ ِِ ػَجهبسٍ، ػَ اثْ َٗ شَ،  ََ ِِ ػُ ِِ اثْ ُْ :ػَ لََ ٝحَِوُّ ىِشَجُوٍ أَ

َٖب  ِٕجخًَ فَٞشَْجِغَ فِٞ َٖتَ  َٝ ْٗ َٜ ػَطِٞهخً أَ ىذََُٓ ٝؼُْطِ َٗ ب ٝؼُْطِٜ  ََ اىِذَ فِٞ َ٘ ثوَُ اىهزِٛ  إلَِه اىْ ٍَ َٗ
 ِٔ ْٞئِ هٌ ػَبدَ فِٜ قَ ثوَِ اىْنَيْتِ ٝأَمُْوُ فإَرَِا شَجغَِ قبَءَ، ثُ ََ َٖب مَ هٌ ٝشَْجِغُ فِٞ  .ٝؼُْطِٜ اىْؼَطِٞهخَ، ثُ

   )سٗآ اىْسبئ(
10

    
“Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas: “Nabi Saw bersabda “Tidak halal bagi 

seseorang memberikan sesuatu atau menyerahkan hadiah kemudian 

mengambilnya kembali kecuali ayah yang mengambil apa yang diberikan kepada 

anaknya, perumpamaan bagi orang yang memberikan sesuatu pemberian 

kemudian dia ruju‟ di dalamnya (menarik kembali pemberiannya) maka dia itu 
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bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian 

memakan muntahannya kembali”.(HR. AN-Nasa‟i) 

 

Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang menarik kembali hibahnya 

diumpamakan seperti orang yang menelan kembali ludahnya. Menurut Imam 

Ahmad hukum menelan ludah yang telah keluar adalah haram. Jadi orang yang 

menarik kembali pemberiannya adalah haram. Bahkan sebagian ulama 

menyamakan orang yang menarik kembali hibah dengan hewan. Keharaman ini 

berlaku jika hibah telah diterima, jika hibah belum diterima maka pemberi hibah 

boleh mengambil kembali hibahnya. 

Senada dengan mazhab Maliki, Ahmad Al-Dardiri dengan dua 

pendapatnya, yaitu; Pertama,  bila pembatalan peminangan datang dari pihak laki-

laki, maka laki-laki tersebut tidak boleh mengambil kembali hadiahnya, begitu 

juga bila pembatalan peminangan dari pihak perempuan kecuali menurut adat atau 

perjanjian. Kedua, bila pembatalan dari pihak perempuan maka laki-laki berhak 

mengambil kembali pemberiannya, karena  pemberian  itu sebagai imbalan yang 

ternyata tidak terpenuhi. 

Pendapat Zainuddin Abdul Aziz dalam kitab Fathu Al-Mu’in menerangkan 

bahwa apabila seorang laki-laki meminang perempuan kemudian pihak laki-laki 

menyerahkan sejumlah uang tanpa kata-kata sebelum akad, yakni dia tidak 

bermaksud tabarru’ kemudian terjadi keberpalingan dari pihak perempuan atau 

laki-laki, maka laki-laki boleh mengambil apa yang ia serahkan. 

Menurut Imam Syafi‟i dan Imam Nawawi jika kedua-duanya mengakui 

serah terima harta, lalu peminang mengatakan “Aku menyerahkan sebagai mahar” 

sedang yang perempuannya mengatakan “Bukan mahar, tetapi hadiah. Maka jika 
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keduanya sama-sama mengakui bahwa serah terima tersebut berupa ucapan 

namun berselisih apakah yang dikatakan peminanga itu mahar atau hadiah, maka 

perkataan yang dibenarkan adalah ucapan peminang yang disertai dengan sumpah. 

Dan apabila keduanyan mengakui bahwa dalam serah terima tidak terjadi 

percakapan dan berselisih mengenai yang diniatkan peminang, maka pernyataan 

yang dibenarkan adalah pernyataan peminang juga yang disertai dengan sumpah. 

Berbeda dengan Ahmad Al-Dardir, Syaikh Ibnu Qasim berpendapat bahwa 

hadiah-hadiah yang telah diberikan kepada pinangan tidak boleh dipinta kembali. 

Karena hal demikian hukumnya bathil, baik menurut logika maupun Syara‟ 

beradasarkan hadis: 

ِٕجخًَ فَٞشَْجِغَ فِ  َٖتَ  َٝ ْٗ َٜ ػَطِٞهخً أَ ُْ ٝؼُْطِ اىذَِ لََ ٝحَِوُّ ىشَِجُوٍ أَ َ٘ َٖب إلَِه اىْ  11 )سٗآ اىْسبئ(ٞ
 

 

 

Ulama  Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki 

boleh meminta hadiahnya kembali atau dikembalikan. Pendapat ini mensyaratkan 

kebolehan meminta atau mengembalikan sampai batas terjadinya akad nikah. 

Hanabilah memberikan gambaran bahwa pembatalan khit}bah dilakukan oleh 

pihak perempuan disyaratkan untuk mengembalikan hadiah khit}bah atau 

pinangan.  

Jika dilihat dari pemberian-pemberian yang sudah diserahterimakan 

oleh kedua belah pihak ketika salah satu diantara keduanya membatalkan 

peminangan, maka dapat dilihat dari dua sisi: 
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a. Jika dilihat dari hadiah tersebut merupakan hadiah yang diberikan dengan 

maksud atau dengan harapan adanya imbalan untuk menikah dengan 

perempuan yang dipinang, lalu pinangan tersebut dibatalkan oleh pihak 

perempuan maka si peminang berhak untuk memintanya kembali, 

dikarenakan imbalan tersebut tidak bisa terpenuhi. Begitu juga, jika pihak 

perempuan yang membatalkan peminangan, maka perempuan tidak berhak 

atas pemberian tersebut, ia pun harus mengembalikan pemberian tersebut. 

b. Jika dilihat pemberian tersebut merupakan pemberian biasa, maka hal itu 

dihukumkan sebagai hibah murni. Oleh karenanya pemberi tidak berhak 

memintanya kembali, sebab ketika si penerima hadiah tersebut, maka 

secara otomatis ia telah menjadi hak miliknya dan ia berhak melakukan 

apa saja atas miliknya tersebut.  

Imam Malik berpendapat bahwa kebolehan memberikan hibah dengan 

mengharapkan balasan berdasarkan hadis Rasulullah Saw: 

ُِ اىْخَطهبةِ: شُ ثْ ََ بىلٌِ: قبَهَ ػُ ٍَ ذَقخَِ، قبَهَ  ِٔ اىصه جْ َٗ ْٗ ػَيَٚ  ٌٍ أَ ِٕجخًَ ىِصِيخَِ سَحِ َٕتَ  َٗ  ِْ ٍَ
 ِ ِٔ فإَ ِٕجتَِ َٖزَا ػَيَٚ  اةَ، فَ َ٘ َٖب اىثه ب أسََادَ ثِ ََ ُ إّه ِٕجخًَ ٝشََٙ أَّهٔ َٕتَ  َٗ  ِْ ٍَ َٗ َٖب.  ُ لََ ٝشَْجِغُ فِٞ ّهٔ

َٖب. ْْ ٍِ ٌْ ٝشَْضَ  َٖب إرَا ىَ  12ٝشَْجِغُ فِٞ
“Barangsiapa yang memberikan suatu pemberian untuk menjalin 

silaturrahim atau untuk sedekah, maka ia tidak boleh meminta kembali 

pemberiannya. Barangsiapa yang memberikan suatu pemberian karena 

mengharapkan suatu balasan, maka ia lebih berhak dengan barang 

pemberian tadi selagi ia belum ridha (karena belum mendapat balasan)”. 

 

Hadis di atas menunjukkan bahwa hibah dibagi menjadi dua macam, yakni 

hibah yang murni karena ikhlas mengharap ridha Allah Swt dan kedua hibah yang 

dilakukan karena mengharapkan balasan dari yang menerima pemberian. Dalam 
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Malik Bin Anas, Al-Madunah, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), h. 103. 



121 
 

 

kitab Al-Madunah Imam Malik mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib membagi 

hadiah menjadi tiga. Pertama, hibah yang dilakukan karena ikhlas mencari ridha 

Allah. Kedua, hibah yang dilakukan karena ingin dilihat dan dipuji oleh sesama 

manusia tanpa mengharap balasan. Ketiga, hibah yang dilakukan dengan 

mengharap imbalan manusia.  

Menurut pendapat penulis pendapat Malikiyah merupakan pendapat 

rasional dan logis. “ Jika pembatalan peminangan dilakukan pleh pihak laki-laki, 

maka ia tidak berhak meminta sedikitpun hadiah yang telah diberikannya. Akan 

tetapi, jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan, maka si lelaki boleh 

meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Pendapat ini lebih rasio 

dan logis karena pembatalan peminangan itu berarti menyakiti dan mencela 

wanita terpinang. Layaknya wanita jangan dibebani dua beban, yakni sakitnya 

dipisah dan tuntutan pengembalian hibah. Dengan mengamalkan pendapat ini 

menunjukkan bahwa masyarakat merealisasikan keadilan antara manusia dan 

memelihara kemaslahatan.  

Menurut penulis pendapat Imam Malik ini termasuk upaya menggunakan 

pertimbangan maslahah mursalah, karean bertujuan untuk memelihara 

kehormatan diri.  Jika dilihat dalam teori al-mashlahah al-mursalah, mengenai 

status harta akibat pembatalan peminangan, maka hal ini adalah suatu kejadian 

yang belum ada nashnya. Dengan memperhatikan kemaslahatan, konsep al- 

mashlahah al-mursalah erat kaitannya dengan maqasid al-syariah, yaitu 

bertujuan memelihara agama, jiwa, akal harta dan keturunan. Karena syariah 
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sendiri bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan 

(kerusakan), hal ini dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Hajj: 78: 

                

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 

kesempitan.
13

 (QS. Al-Hajj: 78) 

 

Penerapan al-maslahah al-mursalah hanya dapat dijalankan dalam bidang-

bidang sosial dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dengan 

bidang ibadah, karena dalam mu‟amalat tidak diatur secara rinci dalam nash. 

Walaupun demikian tetap saja dalam penerapan al-mashlahah al-mursalah 

sebagai landasan sebuah hukum harus berdasarkan pada dua hal, yaitu nash (Al-

Quran dan Hadits), dan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai 

dengan zamannya. Kedua hal ini harus berjalan seimbang, jika tidak seimbang 

maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi, dan 

terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain.   

Para ulama sepakat menetapkan tiga syarat persyaratan pokok sehingga 

hasil kajiannya bisa diterima, yaitu: 

a. Ketentuan hukumnya ditetapkan lewat penelaahan dan penelitian 

mendalam, sehingga segi-segi kemaslahatannya dapat diperlihatkan secara 

nyata, tidak berupa dugaan-dugaan belaka. 

b. Tinjuauan kemaslahatan general dan menyeluruh, maksudnya tidak hanya 

memperhatikan kemaslahatan satu atau dua orang saja, atau kelompok 

tertentu saja, tapi harus menyeluruh bagi masyarakat muslim. 
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Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 474. 
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c. Ketentuan-ketentuan hukum poduk kajian al-mashlahah tidak boleh 

bertentangan dengan nash dan ijma‟. 

Metode al-mashlahah al-mursalah dapat diterapkan apabila dalam 

realitanya Al-Quran dan Hadits tidak mengaturnya. Hal demikian juga berlaku 

bagi hukum normatif yang kebanyakan masih terlalu global. Hal ini bertujuan 

agar terciptanya suatu kepastian hukum yang berasaskan keadilan dan 

kemaslahatan.  

Menurut penulis, pendapat imam Malik ini adalah upaya untuk 

mengantisipasi semua kemudaratan yang akan timbul dan keberadaannya telah 

sesuai dengan kebutuhan masa sekarang.  

Pendapat Imam Malik ini sejalan dengan ketentuan syara‟ yaitu 

mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Sesuai dengan kaidah 

fiqih: 

 دفغ اىَفبسذ ٍقذً ػيٚ جيت اىَصبىح

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”
14

 

Eksistensi al-mashlahahal-mursalah tidak dapat dilepaskan dari adanya 

maqasid syariah, karena keduanya sama-sama berorientasi untuk kemaslahatan 

manusia yang mencakup lima perlindungan hidup manusia. Dalam konsep 

maqasid al-syariah secara herarki disebutkan ada lima tujuan utama yang ingin 

dicapai dalam aturan Islam: hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz an-nasl, dan 

hifz al-mal.  
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A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 28. 
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Lima unsur pokok tersebut bersifat dharuriy, yaitu sesuatu yang wajib 

adanya yang menjadi pokok kebutuhan hidup manusia untuk menegakkan 

kemaslahatan tanpa adanya lima unsur itu maka akan terganggu keharmonisan 

hidup manusia, dan tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan, dan akan terjadi 

kehancuran dan kerusakan. Berbeda dengan kebutuhan yang bersifat h}ajjiy dan 

tah}siniy apabila kedua hal tidak terpenuhi, tidak berarti dapat merusak 

keharmonisan kehidupan dan tidak akan ditimpa kehancuran.
15

  

Dikaitkan dengan pendapat imam Malik, menurut penulis merupakan 

suatu hal yang sangat sesuai dengan maqashid al-syariah. Karena termasuk dalam 

kategori kemaslahatan dharuriy (primer). Lebih tepatanya memelihara 

kehormatan diri. Seperti yang dijelaskan oleh Abu Zahrah dan Yusuf Al-

Qardhawi, tujuan ditetapkannya syariat kepada manusia adalah muhafazhah ‘ala 

al-din, muhafazhah ‘ala al-nafs, muhafazhah ‘ala al-‘aqli, muhafazhah ‘ala al-

nasl, dan muhafazhah ‘ala al-mal. Kemudian Yusuf Al-Qardhawi menambahkan 

tujuan syariat ditetapkan menjadi enam, yaitu memelihara kehormatan diri karena 

harga diri merupakan salah satu pokok dalam kelangsungan hidup manusia.
16

 

 

B. Status Harta Pembatalan Peminangan Akibat Pembatalan Peminangan 

Perspketif Sadd Al-Dzari’ah 

 

Sebagaimana diketahui khithbah atau pinangan adalah sebuah 

wasilah/perantara yang menuju kepada sebuah pernikahan yang tidak mengikat 
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Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih,  terj. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Insani 

Press, 1997), h. 358. 

 
16

Yusuf Al-Qardhawi, Membumikan Syariat Islam, terj. Muhammad Zakki dan Yasir 

Tajdid, (Surabaya: Dunia Ilmu 1997), h. 58. 
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akibat hukum antara kedua belah pihak, maka sangat terdapat kemungkinan 

terjadinya pembatalan yang dikarenakan oleh alasan-alasan tertentu dari masing-

masing pihak. Namun dalam masyarakat khithbah merupakan perjanjian antara 

dua pihak. Maka ketika khithbah diterima maka terjadi ikatan yang kuat dan akan 

menimbulkan masalah ketika salah satu pihak mengingkarinya. Sebagaimana 

dalam perjanjian, apabila salah satu pihak tidak menepati janjinya maka orang 

tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan inkar. Dan berbuat inkar 

merupakan salah satu hal tercela dan dibenci oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi 

Saw menyatakan: 

“Dari Abdullah bin „As r.a. Bahwa Nabi Saw bersabda: Empat Perkara, 

barangsiapa dan padanya semuanya itu maka dia adalah munafiq sejati. 

Dan barangsiapa mempunyai satu diantaranya, maka ia bersifat 

kemunafikan, sehingga ia ditinggalkan: ialah, apabila dipercayai 

berkhianat, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia menyalahi, 

apabila bermusuhan ia berbuat kejam. (HR. Bukhari dan Muslim) 

Allah Swt juga menegaskan pada firmannya perihal memenuhi janji yang 

terdapat dalam QS. Al-Isra ayat 34: 

                  

“Penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan 

jawabnya”.
17

 (Al-Israa; 34) 

 

Menurut penulis, ayat di atas dalil yang sangat sesuai dengan pendapat 

Malikiyah, jika pihak laki-laki yang membatalkan peminangan maka tidak boleh 

diambil kembali apa yang telah diberikan kepada pihak perempuan dan jika yang 

membatalkan adalah pihak perempuan maka dia harus mengembalikan apa yang 
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telah diberikan oleh pihak laki-laki. Hal ini adalah sebagai bentuk pertanggung 

jawaban karena menyalahi janji. 

Adanya pertanggung jawaban ini  dikarenakan pandangan yang ada di 

masyarakat bahwa melakukan khithbah merupakan awal keseriusan seorang laki-

laki untuk meminang perempuan. Dan ketika khithbah telah diterima dan terjadi 

kesepakatan maka itu diartikan sebagai janji untuk melaksanakan pernikahan. 

Kemudian kedua pihak keluarga akan menentukan tanggal pernikahan dan segala 

persiapan akan dimulai semenjak adanya kesepekatan tersebut. Hal tersebut juga 

menyebabkan adanya ikatan yang kuat antara kedua belah pihak dan dianggap 

sebagai janji. Ketika janji itu diingkari, maka seharusnya akan ada 

pertanggungjawaban.  

Dalam pembatalan khithbah, pengingkaran tersebut akan menimbulkan 

kerugian bagi pihak yang diingkari. Pihak yang dibatalkan akan mengalami 

kerugian baik materil maupun immaterial. Kerugian materiil dapat dilihat dari 

banyaknya biaya yang dikeluarkan saat proses khithbah sampai dengan 

pembatalan. Sedangkan kerugian immaterial adalah perasaan malu dan hilangnya 

kehormatan keluarga saat khithbah itu dibatalkan. Kemudian asumsi masyarakat 

yang menganggap bahwa seseorang yang dibatalkan khithbahnya akan sulit 

mendapat jodoh lagi dan muncul anggapan bahwa terjadi pembatalan terdapat 

cacat pada pihak yang dibatalkan dan sebagainya. 

Pembatalan khithbah dapat diartikan bahwa perkawinan tidak akan terjadi. 

Ketika terjadi pembatalan maka segala hal yang telah dilakukan pada masa 

lamaran akan sia-sia. Maka harus ada pertanggungjawaban akibat pembatalan 
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khithbah sebagai pengingkaran janji. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga 

kehormatan bagi pihak yang dibatalkan. Karena lamaran yang sudah disepakati 

merupakan sebuah kabar yang akan menyebar kepada masyarakat secara luas dan 

ketika terjadi pembatalan masyarakat juga akan mengetahui. Menurut Abu 

Zahrah, tujuan ditetapkannya syariat kepada manusia adalah muhafazah ‘ala al-

din, muhafazah ‘ala al-nafs, muhafazah ‘ala al-‘aqli, muhafazah ‘ala al-nasl, dan 

muhafazah ‘ala al-mal. Kemudian Yusuf Al-Qardhawi menambahkan tujuan 

syariat ditetapkan menjadi enam, yaitu memelihara kehormatan diri karena harga 

diri merupakan salah satu pokok dalam kelangsungan hidup manusia.
18

 

Pembatalan khithbah  dianggap sebagai suatu bentuk perbuatan tercela dan 

menyakiti pihak lain. Maka perbuatan tersebut harus dicegah, jikalau sudah terjadi 

maka harus ada pertanggungjawaban bagi pelaku untuk memberikan efek jera dan 

mencegah terjadinya kemudharatan. Kemud}aratan yang dimaksud adalah 

kerugian akibat pembatalan khithbah. Dilihat dari kerugian yang ditimbulkan, 

terdapat kemungkinan besar untuk munculnya perpecahan dan perselisihan. Hal 

ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyebutkan:  

 درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Perpecahan dan perselisihan adalah hal yang dilarang dalam Islam. 

Berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. Ali Imran (3):103: 
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Yusuf Al-Qardhawi, Membumikan Syariat Islam, terj. Muhammad Zakki dan Yasir 

Tajdid, (Surabaya: Dunia Ilmu 1997), h. 58. 
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Hal yang ditekankan dalam Sadd al-dzari’ah adalah mencegah terjadinya 

perbuatan yang menuju kepada kerusakan atau kemudharatan. Dengan 

menerapkan pendapat mazhab Maliki dalam peristiwa pembatalan khithbah 

diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Kemaslahatan 

yang dimaksud adalah mencegah terjadinya perselisihan yang diakibatkan oleh 

pihak yang merasa kehormatannya direndahkan oleh pihak lain.  

 

 

 

 


